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ABSTRAK 

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah 

melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Akan 

tetapi, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan yang 

menuai kontroversi dari berbagai kalangan, yakni dilakukannya terobosan hukum 

melalui sebuah praktik judicial activism sehingga tidak jarang mengakibatkan 

putusan Mahkamah Konstitusi keluar dari bingkai hukum positif yang telah mapan. 

Judicial activism merupakan konsep pengambilan keputusan yudisial yang 

memungkinkan hakim untuk menciptakan sebuah aturan hukum baru berdasarkan 

pandangan pribadi demi mewujudkan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

ini bermaksud mengkaji penerapan dan implikasi yuridis praktik judicial activism 

dalam putusan pengujian materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terdisi atas 

bahan hukum primer, sekuder, dan tersier, kemudian didukung dengan wawancara 

untuk melengkapi ketiga bahan hukum tersebut. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai 

dengan 2021 Mahkamah Konstitusi telah menerapkan praktik judicial activism 

dengan dikeluarkannya sejumlah variasi putusan baru, seperti Putusan MK Nomor 

97/PUU-XIV/2016 yang diputus dengan conditionally unconstitutional dan ultra 

vires, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diberikan putusan limited 

constitutional, Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018: yang diputus conditionally 

unconstitutional dan  ultra vires, serta Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 

yang diberikan putusan conditionally unconstitutional, ultra vires, dan ultra petita. 

Pelaksanaan judicial activism oleh MK tersebut memberikan 3 (tiga) implikasi 

yuridis berupa berpindahnya kewenangan MK dari yang semula sebagai negative 

legislature berubah menjadi positive legislature, terisinya ruang kosong pada 

sebuah undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan 

terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya 

pembatasan yang jelas bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan praktik 

judicial activism agar tidak menimbulkan kekhawatiran adanya singgungan 

kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga pembentuk undang-

undang. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk sebuah 

instrumen hukum untuk menjamin lebih lanjut keabsahan setiap norma baru yang 

ditemukan oleh MK melalui dibentuknya Undang-Undang Hukum Acara MK yang 

diundangkan secara resmi layaknya Hukum Acara Peradilan lain. 
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